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2DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SARMI
Badan Anggaran – Pembahasan APBD TA. 2025



I. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya [UU Nomor 23 Tahun 2024] dalam Pasal 149 menegaskan bahwa Dewan Perwakian Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu: 
1) pembentukan peraturan daerah [Perda] Kabupaten/Kota; 
2) anggaran; dan 
3) pengawasan. 
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan ke tiga fungsi tersebut maka DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.
Dalam kaitan itu Pasal 152 UU Nomor 23 Tahun 2024 menyatakan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/waliKota. Fungsi anggaran ini dilaksanakan oleh DPRD dengan cara :
1) membahas Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara [PPAS] yang disusun oleh bupati/waliKota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD]; 
2) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota; 
3) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang  Perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan 
4) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi [DPRK Sarmi] dalam setiap Tahun Anggaran [TA] telah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu dengan melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi atas KUA, PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD [Raperda APBD] untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama atas Raperda APBD tersebut. Bagi DPRK Sarmi, pembahasan KUA, PPAS dan Raperda APBD bukan sebatas rutinitas tahunan dalam rangka menyepakati dan menyetujui Raperda APBD yang disampaikan oleh Bupati Sarmi. Namun lebih daripada itu, serangkaian proses dan tahapan penyusunan sampai ditetapkannya menjadi Perda tentang APBD merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarmi akan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 Ketentuan Pasal 310 dalam UU Nomor 23 Tahun 2024 menegaskan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Memperhatikan ketentuan ini, maka dasar penyusunan anggaran tahunan di Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah dalam hal ini RKPD. Serangkaian proses penyusunan RKPD antara lain melalui forum konsultasi publik, usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang] RKPD yang tentunya telah menampung berbagai masukan/usulan masyarakat akan layanan dasar yang mereka butuhkan. Penetapan prioritas pembangunan Daerah yang didasarkan pada masukan/usulan masyarakat yang diwujudkan dalam program dan kegiatan/sub kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sarmi tentu menjadi fokus utama dalam menyusun dokumen KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD tersebut.
Pada prinsipnya DPRK Sarmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi berupaya semaksimal mungkin untuk menampung dan menganggarkan dalam APBD atas masukan/usulan masyarakat terkait layanan dasar yang mereka butuhkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan. Namun di satu sisi, karena sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi realtif terbatas, maka program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai wujud dari masukan/usulan masyarakat tersebut harus benar-benar dipilah secara obyektif dan menjadi prioritas utama yang dianggarkan dalam APBD. 
Inventarisasi sumber daya ekonomi dari penerimaan Daerah yang mencakup pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan Daerah tentu harus dilakukan secara cermat, rasional, merupakan perkiraan yang terukur sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Dalam kaitan itu, kebijakan pendapatan Daerah dan kebijakan penerimaan Pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen KUA harus benar-benar dirumuskan secara matang agar dalam pelaksanaannya dapat dengan mudah diimplementasikan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan data historis tahun-tahun anggaran sebelumnya, penetapan kebijakan pendapatan Daerah yang tepat serta implementasi yang rasional dan mudah untuk dilaksanakan, maka diharapkan sumber daya ekonomi tersebut dapat dianggarkan dan direalisasikan seoptimal mungkin. 
Dari sisi Belanja Daerah sebagai input untuk menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan; maka perlu ditetapkan kebijakan Belanja Daerah yang didasarkan pada analisis yang cermat atas Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Obyek Belanja sampai Rincian Obyek Belanja. Dengan menggunakan data historis pada anggaran dan/atau realisasi Belanja Daerah tahun-tahun anggaran sebelumnya, maka penetapan Kebijakan Belanja Daerah tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang mengganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, apabila ditetapkan kebijakan Belanja Daerah yang tepat maka setiap penggunaan rupiah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Penetapan kebijakan pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut di atas akan berdampak pada terjadinya surplus atau defisit APBD. Terjadinya surplus APBD dikarenakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; sedangkan terjadinya defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.   Dalam hal APBD diperkirakan surplus maka dapat  digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah maupun untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas lainnya. Di satu sisi jika APBD diperkirakan defisit, maka dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah. Ditetapkannya surplus atau defisit APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi berkorelasi dengan Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagaimana dikemukakan di bawah ini. 
Kebijakan Pembiayaan Daerah yang mencakup Kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Kelompok Pengeluaran Pembiayaan. Untuk menetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah perlu dilakukan kajian lebih mendalam mencakup Jenis Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan serta obyek dalam Jenis Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan. Inventarisasi dan penetapan rencana anggaran Penerimaan Pembiayaan harus dilakukan dengan cermat terutama dalam mengalokasikan estimasi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran [SiLPA] yang saat ini belum dapat ditetapkan secara pasti karena masih dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. 
Selanjutnya juga perlu dicermati kebijakan Pengeluaraan Pembiayaan pada TA 2025, yaitu terkait penyertaan modal Daerah yang diamanatkan oleh Perda tentang Penyertaan Modal Daerah. Khusus untuk penyertaan modal Daerah kepada Bank Papua, perlu diperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] yang kemungkinan keputusannya agar masing-masing Daerah sebagai pemegang saham diwajibkan untuk penambahan modal dalam rangka penguataan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas  serta operasional lainnya bagi Bank Papua. 
Dengan ditetapkannya kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan yang tepat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan yang cermat atas Pembiayaan Netto agar dapat menutup defisit anggaran pada APBD TA 2025. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri [Permendagri] Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditegaskan agar Pembiayaan Neto dapat menutup defisit anggaran sehingga Sisa Lebih Pembiayaan [SILPA] TA 2025 nilanya nihil/nol.
Pembahasan Raperda APBD TA 2025 selain difokuskan pada kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah juga dilakukan pembahasan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan pada masing-masing OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya konsistensi antara perencanaan daerah dengan anggaran daerah yang akan dilaksankan pada TA  2025. Konsistensi dalam pelaksanaan progam menjadi penting, mengingat program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat paerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada OPD yang bersangkutan. 
Disamping pembahasan mengenai konsistensi antara perencanaan Daerah dengan penganggaran Daerah, juga dilakukan  pembahasan secara mendalam dan komprehensif atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan oleh masing-masing OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi. Jika pembahasan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan antara Badan Anggaran dengan TAPD belum mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, maka tidak menutup kemungkinan ditindalanjuti pembahasannya oleh masing-masing Komisi dengan masing-masing OPD mitra kerjanya. 
Pembahasan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah [RKA-SKPD] ditekankan pada program prioritas pembangunan Daerah yang menjadi tanggungjawab OPD. Sejalan dengan hal tersebut, juga perlu dikaji dan dibahas dokumen RKA-SKPD yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta capaian kinerja atas program dan kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan. 
Hasil kajian Badan Anggaran untuk bahan pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2024 sebagaimana tertuang di bawah ini.




II. PEMBAHASAN
Badan Anggaran telah menyiapkan kajian atas KUA, PPAS dan Raperda APBD TA 2025 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk dimintakan penjelasan/klarifikasi/tanggapan dan dibahas bersama dengan TAPD untuk selanjutnya disepakati bersama. Beberapa hal yang perlu dimintakan penjelasan/klarifikasi/tanggapan  dan pembahasan dengan TAPD dan/atau OPD lingkup Pemeritah Daerah Kabupaten Sarmi, sebagi berikut:
A. PENDAPATAN DAERAH
Kajian Banggar atas alokasi anggaran Pendapatan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi pada KUA, PPAS dan Raperda APBD TA 2025 akan dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran Pendaparan Daerah pada TA 2023. Pertimbangan dilakukan perbandingan dengan realisasi anggaran Pendapatan Daerah TA 2023 karena realisasi tersebut meunjukkan potensi pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sarmi yang secara nyata telah dicapai pada TA 2023. Pertimbangan menggunakan data realisasi TA 2023 ini sejalan dengan perlunya penetapan kebijakan Pendapatan Daerah didasrkan dan mempertimbangkan pada penggunaan data historis tahun-tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan di atas.
Khususnya pada pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah [PAD], data historis atau data realisasi PAD pada TA 2023 sebagai pertimbangan dan dasar dalam menetapkan kebijakan pendapatan Daerah TA 2025 akan memberikan gambaran seberapa besar potensi PAD pada TA 2025 yang akan diperoleh. Data realisasi pendapatan Daerah pada TA 2023 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] Kabupaten Sarmi Tahun 2023 [audited BPK-RI]. 
Dengan menggali lebih dalam potensi Pendapatan Daerah yang dilakukan pada kesempatan ini, Banggar berharap jika masih ada potensi penambahan pendapatan Daerah yang dimungkinkan untuk dianggarkan pada APBD TA 2025, maka adanya penambahan pendapatn Daerah ini digunakan untuk menganggarkan belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja dan/atau output yang akan dicapai pada TA 2025.
Hasil kajian Banggar atas rencana alokasi anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini yang perlu mendapatkan penjelasan/klarifikasi/tanggapan/jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.
1. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 di bawah ini, Usulan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami penurunan relatif cukup besar yaitu sejumlah Rp35,16 miliar [Kolom (6)] yang bersumber dari penurunan PAD sejumlah Rp7,23 miliar dan penurunan Lain-Lain Pendpatan Daerah Yang Sah  sejumlah Rp46,64 miliar dan ada kenaikan dari Pendpatan Transfer sejumlah Rp18,71 miliar.
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Dari Tabel 1 di atas, apabila ditelusuri lebih lanjut dengan memperhatikan pada Tabel 2 di bawah ini, pada Kolom (6) dapat dilihat bahwa penurunan pada PAD disebakan oleh penurunan pada Jenis Pendapatan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp2,23 miliar dan Jenis Pendapatan Daerah Lain-Lain PAD Yang Sah sejumlah Rp6,96 miliar.
Atas terjadinya penurunan tersebut, kiranya dapat dijelaskan faktor-faktor penyebab penurunan tersebut.
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2. Masih terkait dengan Tabel 2 pada Kolom (6) di atas, juga terjadi penurunan pada Jenis Pendapatan Transfer antar Daerah sejumlah Rp3,4 miliar yang perlu mendaptkan klarifikasi/penjelasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi atas terjadinya penurunan sejumlah yang diusulkan dibandingkan dengan pencapaian realisasi pada pada TA 2023.
3. Dalam Tabel 2 di atas, terjadi penurunan yang cukup signifikan sejumlah Rp12,89 miliar. Dimana pada TA 2023 da[at direalisasikan sejumlah Rp15,35 sedangkan pada TA 2025 disulkan untuk dianggarkan sejumalah Rp3,5 miliar.    
Banggar perlu mendapatkan jawaban atau klarifikasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tersebut.
4. Secara keseluruhan, dalam usulan anggaran Pendapatan Daerah yang berumber dari Pajak Daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp1,85 miliar [lihat Tabel 2, Kolom (6) di atas
Namun jika kaji lebih dalam berdasarkan Objek Pajak sebagaimana tertuang pada Tabel 3 di bawah ini, dapat dilihat Pajak Hotel yang pada TA 2023 telah dapat direalisasikan sejumlah Rp131,33 juta [lihat Kolom (4)] dan dengan adanya UU No. 1 Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah dengan Daerah diganti nomenklaturnya menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT] [pada nomor 8], untuk TA 2024 diusulkan anggaran PBJT/Pajak Hotel tersebut sejumlah Rp80 juta [lihat Kolom (5)].
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Berdasarkan data historis pencapaian Pajak Hotel yang telah terlakasan pada TA 2023, dan kemungkinan adanya data realisasi sampai dengan Bulan Oktober TA 2024 (tahun berjalan saat ini) maka menurut pandangan Banggar perlu dilakukan perhitungan kembali atas potensi PBJT/Pajak Hotel pada TA 2025 sehingga anggaran pendapatan dari PBJT/Pajak Hotel tersebut dapat dinaikkan dari sejumlah Rp80 miliar yang diusulkan dianggarkan dalam APBD TA 2025.
Mohon tanggapan dan klarifukasi dari Pemerintah Daerah atas saran masukan dari Banggar. Hal ini perlu dikemukakan, meskipun dari segi nominal pendapatan PBJT/Pajak Daerah nilainya relatif kecil namun dengan kecermatan dan perhitungan yang rasional dan tepat akan menunjukan kinerja pemungutan PBJT/Pajak Hotel oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. 
5. Masih mencermati Tabel 3, pada Kolom (6) terhadap pendapatan Pajak Restoran mengalami penurunan dari prestasi yang telah dicapai pada TA 2023 sejumlah Rp335,41 juta, kemudian Pajak Reklame turun sejumlah Rp123,46 juta dan Pajak Penerangan Jalan turun sejumlah Rp664,91 juta.
Pemerintah Daerah telah menunjukkan kinerja yang relatif bagus dalam pencapaian realisasi terhadap ketiga obyek Pajak Daerah tersebut pada TA 2023. Pertanyaan dari Banggar adalah pertimbagan apa yang dijadikan dasar pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran ketiga obyek Pajak Daerah tersebut pada TA 2025 dibawah realisasi yang telah dicapai pada TA 2023.
Banggar mengusulkan agar ketiga obyek Pajak Daerah tersebut dihitung ulang alokasi anggarannya yang akan diusulkan dalam  pada APBD TA 2025 dengan mempertimbangan realisasi sampai dengan bulan Oktober TA 2024.
6. Pada APBD TA 2025 ini mulai dianggarkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [PKB] dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBNKB]. Memperhatikan Tabel 3 di atas alokasi anggaran Opsen PKB diusulkan sejumlah Rp1,8 miliar dan alokasi anggaran Opsen BBNKB sejumlah Rp1 miliar. 
Banggar perlu penjelasan secara komprehensif dan lengkap terkait penghitungan kedua opsen tersebut sehingga Pemerintah Daerah mengusulkan masing-masing sejumlag Rp1,8 miliar dan Rp1 miliar.
Demikian pula dijelaskan secara komprehensif, langkah-langkah strategis apa yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kedua opsen tersebut pada pelaksanaan APBD TA 2025.
7. Pada Tabel 2 di atas, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Jenis Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp110,75 juta [Lihat Kolom (6)]. Namun jika ditelusuri menggunakan Tabel 4 di bawah ini terlihat bahwa Obyek Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum turun sejumlah Rp11,61 juta dan Retribusi Jasa Usaha juga mengalami penurunan sejumlah Rp77,63 juta. Kenaikan secara keselurahan pada Retribusi Daerah tertutup dengan usulan alokasi anggaran Retribusi Perizinan tertentu sejumlah Rp200 juta.
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Sebagaimana pembahasan Pajak Daerah diatas,  Banggar mengusulkan agar dilakukan perhitungan kembali atas pendapatan dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha berdasarkan data historis pencapaian yang telah terlaksanakan pada TA 2023, dan data realisasi atas kedua obyek Retribusi daerah tersebut yang berlangsung sampai dengan bulan Oktober TA 2024 (tahun berjalan saat ini).
Meskipun dari segi nominal pendapatan Retribusi Daerah nilainya relatif kecil namun dengan kecermatan dan perhitungan yang rasional dan tepat, akan menunjukan kinerja layanan Pemerintah Daerah dari representasi Retribusi yang dipungut oleh oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. 
Mohon tanggapan dan klarifukasi dari Pemerintah Daerah atas saran masukan dari Banggar.
8. Kita pahami bersama bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi relatif tinggi masih tergantung dari transfer Pemerintah Pusat. Transfer dari Pemerintah Pusat pembagiannya ke seluruh Daerah didasarkan pada persentase tertentu seperti pada pengalokasi Dana Bagi Hasil [DBH] dan melalui formula tertentu seperti pada pengalokasin Dana Alokasi Umum [DAU]. Sedangka untuk DAK Fisik pengalokasiannya salah satunya didasarkan pada usulan dari Daerah.
Dalam hal ini Banggar akan mendalami DAK Fisik yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi pada TA 2025.
Pada TA 2023 Kabupaten Sarmi mendapatkan alokasi DAK Fisik sejumlah Rp70,17 miliar dan direalisasikan sejumlah Rp68,66 miliar. Memperhatikan hal ini, realisasi DAK Fisik TA 2023 relatif belum dilaksanakn secara optimal.
Pendapatan DAK Fisik pada TA 2025 sejumlah Rp49,56 [lihat Kolom (6) Pada Tabel 8 di bawah ini jika dibandingkan realiasai pada TA 2023 mengalami penurunan sejumlah Rp19,09 miliar. Jika dibandingkan dengan alokasi DAK yang dialokasikan pada TA 2023 sejumlah  Rp70,17 miliar, terjadi penurunan alokasi DAK Fisik sejumlah Rp20,61.

[image: ]
Banggar akan membandingkan DAK Fisik yang dialokasikan kepada Kabupaten Sarmi pada TA 2024 dengan yang diterima pada TA 2025 sebagaiman tercantum dalam Tabel 9 di Bawan ini.
Secara keseluruhan, DAK Fisik yang diterima Kabupaten Sarmi pada TA 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sejumlah Rp30,24 miliar [lihat Kolom (5) Baris JUMLAH TOTAL DAK FISIK, TA 2024 mendapatkan alokasi DAK Fisik sejumlah 79,80 miliar dan TA 2025 mendapatkan sejumlah 49,56 miliar].
Penurunan tersebut terdapat pada bidang/sub bidang DAK Fisik seperti:
a. DAK Fisik Pendidikan - SD turun sejumlah Rp2,34 miliar [TA 2024 mendapatkan alokasi namun TA 2025 tidak mendapatkan alokasi]
b. DAK Fisik Pendidikan - SMP turun sejumlah Rp9,15 miliar [TA 2024 mendapatkan alokasi namun TA 2025 tidak mendapatkan alokasi]
c. DAK Fisik Pendidikan - SMA turun sejumlah Rp3,98 miliar [TA 2024 mendapatkan alokasi namun TA 2025 tidak mendapatkan alokasi]
d. DAK Fisik Pendidikan - SMK turun relatif cukup signifikan sejumlah Rp6,89 [TA 2024 mendapatkan alokasi Rp8,42 miliar, dan TA 2025 mendapatkan alokasi Rp1,257] 
Demikian pula DAK Fisik bidang/sub bidang lainnya juga terdapat DAK Fisik [ada bidang/sub bidang yang mengalami penurunan sebagaiman yang tercantum dalam Tabel 9 di bawah.
Memperhatikan hal tersebut Banggar perlu penjelasan secara komprehensif dan lengkap dari Pemerintah Daerah terkait upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi atas alokasi DAK Fisik yang diterima TA 2025 yang mengalami penurunan relatif cukup signifikan, mengingat DAK Fisik tersebut pengalokasiannya oleh Pemerintah Pusat juga mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui:
a. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-14/MK.7/2024, per tanggal 13 Juni 2024, Sifat: Segera, Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025.
b. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-15/MK.7/2024, per tanggal  10 Juli 2024, Sifat: Segera, Hal : Penyesuaian Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 Tahap II.
Banggar  berpendapat bahwa usulan dari Daerah yang  diminta oleh Pemerintah Pusat melalui  kedua Surat Menteri Keuangan tersebut adalah peluang bagi Pemerintah Sarmi dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah melalui sebanyak mungkin menyampaikan usulan alokasi DAK untuk setiap bidang/sub bidang. 
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B. BELANJA DAERAH
Pendekatan yang dilakukan dalam kajian Belanja Daerah berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada Pendapatan Daerah. Pendekatan dalam kajian Pendapatan Daerah yang membandingkan antara realisasi TA 2023 dengan usulan anggaran Pendpatan Daerah pada APBD TA2025 menekankan pada upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Daerah, agar dapat digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaran layanan kepada masyarakat. 
Dalam pendekatan kajian Belanja Daerah, Banggar akan membandingkan anatar anggaran Belanja Daerah pada APBD TA 2024 dengan Belanja Daerah yang diusulkan dalam APBD TA 2025. Pendekatan kajian ini akan meberikan informasi terkait efektifitas penggunaan sumber dana yang dimiliki Kabupaten Sarmi maupun untuk mengetahui beberapa alokasi belanja yang diamanatkan peraturan perundang-undangan [mandatory sepnding], serta kebijakan lainnya terkait dengan jenis, obyek maupun rincian obyek belanja Daerah. 
1. Mencermati Tabel 10 di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Daerah pada TA 2025 mengalami penurunan sejumlah Rp27,8 miliar [lihat Kolom (6)]. Kondisi ini tentu berkorelasi dengan Pendapatan Daerah yang diusulkan dalam APBD TA 2025 sejumlah Rp1,080 triliun dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD TA 2025 [lihat Tabel IV.1 pada Dokumen KUA, halaman 27].
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Dalam Tabel 10 tersebut dapat diketahuai Kelompok Belanja Operasi mengalami penurunan sejumlah Rp4,27 miliar dan Kelompok Belanja Modal mengalami penurunan sejumlah Rp33,11 miliar, Kelompok Belanja Tida Terduga nominalnya sama jumlahnya antara APBD TA 2024 dengan usulan APBD TA 2025, sedangangkan Kelompok Belanja Transfer mengalami kenaikan sejumlah Rp9,50 miliar.
Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat Banggar meminta agar Pemerintah Daerah dapat menjelaskan secara komprehensif terkait kebijakan-kebijakan Belanja Daerah yang diusulkan dalam APBD TA 2025. 
2. Mencermati Tabel 11 di bawah ini, usulan alokasi angagaran dalam APBD TA 2025 mencakup Belanja Pegawai naik sejumlah Rp16,71 miliar, Belanja Barang dan Jasa nik sejumlah Rp49,31 miliar dan Belanja Bantuan Sosial naik sejumlah Rp1,2 miliar dibandingkan dengan anggaran pada APBD TA 2024. Sedangkan Belanja Hibah menurun sangat signifikan sejulah Rp71,53 miliar dibandingkan anggaran APBD TA 2024 mengingat pada TA 2024 tersebut wajib dianggarakan Belanja Hibah untuk mendukung suksesnya Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
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Beberapa pertanyaan dari Banggar yang perlu penjelesan secara komprehensif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tetantang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD] dalam Pasal 146, ayat (1) menegaskan Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam kaitan itu apakah alokasi anggaran Belanja Pegawai telah memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud.
b. Dalam dokumen KUA pada halaman 13 dinyatakan “Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan  Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial”.  Apakah Peraturan Bupati Sarmi Nomor 73 Tahun 2017 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah atau masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [dan perubahannya] yang telah dicabut dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 [Lihat Pasal 4 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Pada prinsipnya Banggar secara umum menyetujui usulan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah sepanjang direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tepat sasaran, transparan dan akuntabel, memenuhi asas kepatutan dan kewajaran, memenuhi aspek keadilan serta dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat operasioanal seperti Peraturan Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Mencermati Tabel 12 di bawah ini usulan alokasi anggaran Jenis Belanja Modal dalam APBD TA 2025 secara umum mengalami penurunan. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sejumlah Rp5,1 miliar, Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sejumlah Rp19,4 miliar dan Belanja Modal Tetap Aset lainnya turun sejumlah Rp46,74 miliar. Kenaikan belanja Modal peralatan dan Mesin sejulah Rp510,43 juta dan Belanja Modal Aset lainnya sejumlah Rp11,60 juta.
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Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam Pasal 147 ayat (1) ditegaskan bahwa “Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Penjelasan Pasal 147 ayat (1) menyatakan “Yang dimaksud dengan "belanja infrastruktur pelayanan publik" adalah belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-Daerah.
Sesuai dengan pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 
Dalam kaitan hal tersebut di atas, Belanja Modal yang diusulkan dianggarkan dalam APBD TA 2025 untuk pembangunan fisik infrastruktur ditambah dengan jumlah belanja pemeliharaan fasilitas pelayanan publik merupakam belanja infrastruktur pelayanan publik. 
Banggar perlu penjelasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi,  apakah pada APBD TA 2025 alokasi anggaran belanja infrastrukur pelayanan publik telah memenuhi minimal sebesar 40% sebagaimana diamantkan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam APBD TA 2025 belum mencapai minimal 40% sebagaimana dimanatkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sejauh mana progres persentase belanja belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD TA 2025. 
Jika belum memenuhi persayaratan tersebut hal ini perlu diambil langkah-langkah strategis agar APBD Kabupaten Sarmi di tahun-tahun mendatang memenuhi pencapaian minimal 40% belanja pelayanan infrastruktur pelayanan publik.
Perlu menjadi perhatian Kita bersama bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam Pasal 147 ayat (3) menegaskan bahwa “Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan”. Dalam hal ini, masih ada waktu sampai APBD TA 2027 untuk memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%.


4. Pada Tabel 13 di bawah ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Keuanganpada APBD TA 2025 naik sejumlah Rp9,5 miliar dibandingkan pada APBD TA 2024.
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Berkenaan dengan usulan alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp149,94 tersebut pastinya akan dirinci lagi menjadi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi menjelaskan secara komprehensif terkait:
a. Rincian Bantuan Keuangan bagi masing-masing Kampung di Kabupaten Sarmi yang bersumber dari Dana Desa.
b. Rincian Bantuan Keuangan bagi masing-masing Kampung di Kabupaten Sarmi yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan Alokasi Dana Desa  paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasl 72 ayat (3) ditegaskan bahwa “Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah”
Dalam kaitan pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) - UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, Badan Anggaran perlu penjelasan secara komprehensif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi mengenai berapa jumlah alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 dan jumlah alokasi untuk masing-masing Kampung di Kabupaten sarmi.

C. PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan Pembiayaan Daerah yang diusulkan dalam APBD TA 2025 mencakup Penerimaan Pembiayaan dengan jumlah nominal Rp0,00. Dalam kaitan itu, usulan APBD TA 2025 terjadi Surplus sejumlah Rp2 miliar, mengingat jumlah usulan alokasi anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan jumlah alokasi anggaran Belanja Daerah
Surplus sejumlah Rp2 miliar diusulkan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Papua Cabang Sarmi sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Papua cabang Sarmi.
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Berkenaan dengan Kebijakan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD TA2025, maka Banggar perlu penjelasan secara komprehensif dan lengkap dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, terkait hal-hal sebagai berikut:
a. Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi terkait kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan tidak mengusulkan alokasi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelimnya [SiLPA] pada APBD TA 2025.
b. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Papua Cabang Sarmi apakah merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahan dari PT Bank Papua yang diikuti oleh para pemegang saham yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham wajib melakukan penambahan modal.
Berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk penambahan penyertaan modal ini juga perlu dicermati terkait dengan Peraturan tentang Penyertaan Modal Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi

D. ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDANAI PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Berkenaan dengan usulan alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD lingkup Pemrintah Daerah Kabupaten Sarmi telah dilakukan kajian terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan beberapa sampel atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
Kajian Banggar atas alokasi anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melihat efisiensi, efektifitas dan hal-hal lainya yang terkait denganpenganggaran dan pelaksanaanya.
1. Program penunjang urusan pemerintahan di dalamnya terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang berfungsi menunjang aktifitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga secara optimal dapat mencapai sasaran yang ditetapkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Kegiatan dan sub kegiatan yang  berada dalam program penunjang urusan pemerintahan digunakan oleh setiap OPD dalam menunjang aktifitasnya tanpa memandang OPD tersebut mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan dalam program penunjang urusan pemerintahan dapat dikatan bersifat administratif dan secara rutin dianggarakan setiap tahunnya.  
Tabel 14 di bawah ini merupakan rekapitulasi dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang berada di dalam program penunjang urusan pemerintahan dan dianggarkan di setiap OPD, yaitu:

a. Kode Kegiatan: x.xx.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan di dalamnya yaitu :
1) Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
b. Kode Kegiatan:  x.xx.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah, di dalamnya terdapat sub kegiatan dengan dengan Kode Sub Kegiatan: x.xx.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
c. Kode Kegiatan: x.xx.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, di dalamnya terdapat sub kegiatan dengan dengan Kode Sub Kegiatan: x.xx.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Berdasarkan Tabel 15 tersebut terdapat OPD yang menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, namun ada juga OPD yang tidak menganggarkan sub kegiatan tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebagaimana disebutkan di atas. Jumlah alokasi anggaran juga bervariasi untuk menganggrkan sub kegiatan-sub kegiatan tersebut juga bervariasi mulai dari sejumlah  Rp4 juta hingga Rp399,99 juta [Lihat Kolom (3) sd. Kolom (7) untuk setiap OPD].
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Banggar berpendapat agar kegaiatan dan sub kegiatan yang berada di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan ini dapat distandarisasi nilainya/alokasi anggarannya dengan melakukan kajian yang cermat sehingga dapat ditetapkan berapa kebutuhan/anggaran yang diperlukan  dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tersebut sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran dari setiap sub kegiatan-sub kegiatan dimaksud yang dianggarkan oleh setiap OPD.
Banggar meminta tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi atas pendapat tersebut.  
Terkait Kegiatan pada huruf b. dan huruf c. di atas yang masing masing terdapat Sub Kegiatan: x.xx.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Sub Kegiatan: x.xx.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang alokasi anggarannya pada setiap OPD relatif cukup besa.
Mohon dapat dapat dijelaskan secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi
2. Banggar mengambil sampel atas program, kegiatan dan beberapa sub kegiatan pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiama tercantum dalam Tabel 16 yang memberikan informasi sub kegiatan tersebut merupakan pembangunan fisik. Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan fisik ini juga dianggrakan oleh beberapa OPD pada APBD TA 2025.
Pada prinsipnya Banggar menyetujui setiap pembangunan fisik yang dilakukan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun yang menjadi perhatian Banggar adalah agar kegiatan-kegiatan pembangunan fisik tersebut diprioritaskan untuk bisa direalisasikan pada awal tahun anggaran agar pembangunannya tidak melampaui TA 2025. Demikian pula perlu diperhatikan jika sub kegiatan pembangunan fisik tersebut didanai dari DAK, agar dalam realisasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatir secara teknis penggunaan DAK.
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E. LAIN-LAIN
1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa ”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan hal tersebut Permendagri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 juga menegaskan, bahwa Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Banggar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi agar menjelaskan secara komprehensif atas  program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan oleh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan hingga memenuhi paling sedikit 20 [duapuluh persen dari total belanja sebagaimana diamanat peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Menjadi keprihatinan DPRK Sarmi, bahwa proses pembahasan KUA, PPAS dan Raperda APBD yang dilaksnakan setiap tahun selalu mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
Hal ini agar menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi agar benar-benar mentaati jadwal dan tahapan pembahasan KUA, PPAS dan Raperda APBD tersebut. Dengan adanya waktu yang raltif cukup panjang dalam proses pembahan KUA, PPPAS dan Raperda APBD antara DPRK Sarmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi maka diharapkan APBD Kabupaten Sarmi setiap Tahun Anggaran akan menjadi lebih baik sehingga dapat mewujudkan terlaksanya fungsi APBD, terlaksanaya layanan kepada masayarakat Kabupaten sarmi yang lebih baik, terlaksanaya APBD yang efektif dan efisien serta terlaksanaya APBD yang tepat sasaran.
Disamping itu, pembahasan APBD yang sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundangan juga menjadi bagian dari penilaian dan evaluasi oleh Gubernur Papua sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana diatur dalam Peratuan Meneteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancanngan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. PENUTUP
Kebijakan Umum APBD, PPAS dan Raperda APBD TA 2025 yang telah dibahas oleh Banggar bersama dengan TAPD sebagaimana tersebut di atas, terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar DPRK Sarmi memberikan Persetujuan atas Raperda tentang APBD TA 2025. 
Badan Aanggaran menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Sarmi, TAPD serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi atas kerjasama yang baik selama pembahasan Raperda APBD TA 2025, sehingga dapat berjalan lancar dan dapat diambil kesepakatan yang terbaik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Kiranya pembahasan dan kesepakatan yang telah Kita laksanakan pada hari ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan YME, diridhoi oleh Allah SWT,  sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Sarmi yang Kita cintai bersama.
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Tabel 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN KELOMPOK PENDAPATAN

REALISASI TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

LAPORAN REALISASI

NO. KODE AKUN URAIAN ANGGARAN [LRA] TA 2023
[audited BPK]
0] 121 131 141
1, 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.724.603.641,74
2. 2. PENDAPATAN TRANSFER 1.047.344.551.558,00
3. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.108.508.469,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

1.115.177.663.668,74

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)
2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025
3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]

[dalam rupiah]

ANGGARAN BERTAMBAH/
[BERKURANG]

PERSENTASE

DIBANDINGKAN DENGAN | [NAIKITURUN] KEJERZNCEN
REALISASI TA 2023
161 [ 18]
(7.231.603.641,74) -68,92%
18.716.168.798,00 1,76%
(46.649.348.469,00) -1.348,57%
(35.164.783.312,74) -3,26%
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Tabel 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN KELOMPOK PENDAPATAN DAN JENIS PENDAPATAN

REALISASI TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

LAPORAN REALISASI
NO. KODE AKUN URAIAN ANGGARAN [LRA] TA 2023
[audited BPK]
1 [2] [3] [4]
4. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.724.603.641,74
4. 1. 01. Pajak Daerah 4.222.504.779,00
1. 4. 1. 02. Retribusi Daerah 279.246.000,00
4. 1. 03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.932.597.315,00
4. 1. 04. Lain-Lain PAD Yang Sah 8.290.255.547,74
4. 2. PENDAPATAN TRANSFER 1.047.344.551.558,00
2. 4. 2. 01. Pedapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.035.933.348.870,00
4. 2. 02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 11.411.202.688,00
4. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.108.508.469,00
4. 3. 01. Pendapatan Hibah 33.753.380.742,00
3 14 3 02 Dana Darurat 0,00
4 3. 03 b?]ig;lr_lgi:nPendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 16.355.127.727,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.115.177.663.668,74

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)
2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025
3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025
[Data diolah]

[dalam rupiah]

ANGGARAN
BERTAMBAH/[BERKURANG]| PERSENTASE
DIBANDINGKAN DENGAN [NAIKITURUN] KEJERZNCEN
REALISASI TA 2023
61 71 [8]
(7.231.603.641,74) -40,80%
1.857.495.221,00 43,99%
110.754.000,00 39,66%
(2.232.597.315,00) -45,26%
(6.967.255.547,74) -84,04%
18.716.168.798,00 1,79%
22.203.466.130,00 2,14%
(3.487.297.332,00) -30,56%
(46.649.348.469,00) -93,10%
(33.753.380.742,00) -100,00%
0,00 0,00%
(12.895.967.727,00) -78,85%
(35.164.783.312,74) -3,15%
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Tabel 3

ANGGARAN PENDAPATAN JENIS PAJAK DAERAH BERDASARKAN OBYEK PAJAK DAERAH

REALISASI TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

LAPORAN REALISASI

NO. KODE AKUN URAIAN ANGGARAN [LRA] TA 2023
[audited BPK]

[ 121 3] 14]
1. 4. 1. 01. 01. Pajak Hotel” 131.330.254,00
2. 4. 1. 01. 07 Pajak Restoran 1.835.417.190,00
3. 4. 1. 01. 09 Pajak Reklame 673.462.000,00
4. 4. 1. 01. 10 Pajak Penerangan Jalan 964.913.577,00
5. 4. 1. 01. 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 327.111.563,00
6. 4. 1. 01. 15 Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) 71.627.995,00
7. 4. 1. 01. ;16 BPHTB 218.642.200,00
8 |4 1. 01. 19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]/Pajak Hotel” 0,00
9. 4. 1. 01. 20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [PKB] 0,00
10. | 4. 1. 01. 21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBNKB] 0,00
JUMLAH PENDAPATAN PAJAK DAERAH 4.222.504.779,00

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025
[Data diolah]

[dalam rupiah]

ANGGARAN
BTSRRI A reTeRacan
REALISASI TA 2023
[6] [7] [8]
) Pajak Hotel menjadi PBJT
(335.417.190,00) -18,27%
(123.462.000,00) -18,33%
(664.913.577,00) -68,91%
272.888.437,00 83,42%
78.372.005,00 109,42%
(118.642.200,00) -54,26%
80.000.000,00 0,00% Sesuai UU No. 1/2022 menjadi PBJT
1.800.000.000,00 0,00% Pengaturan dalam UU No. 1/2022
1.000.000.000,00 0,00% Pengaturan dalam UU No. 1/2022
1.857.495.221,00 43,99%
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Tabel 4

ANGGARAN PENDAPATAN JENIS RETRIBUS| BERDASARKAN OBYEK RETIBUSI DAERAH

REALISASI TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

LAPORAN REALISASI

NO. KODE AKUN URAIAN ANGGARAN [LRA] TA 2023
[audited BPK]
[ 121 3] 141
4. 1. 02. 01. Retribusi Jasa Umum 131.615.000,00
2. 4. 1. 02. 02. Retribusi Jasa Usaha 147.631.000,00
4. 1. 02. 03. Retribusi Perizinan Tertentu 0,00
JUMLAH PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 279.246.000,00

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025
[Data diolah]

[dalam rupiah]

ANGGARAN
BERTAMBAH/[BERKURANG]| PERSENTASE
DIBANDINGKAN DENGAN [NAIKITURUN] KEJERZNCEN
REALISASI TA 2023

[6] [7] [8]
(11.615.000,00) -8,82%

(77.631.000,00) -52,58%

200.000.000,00 0,00%

110.754.000,00 39,66%
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Tabel 8
PENDAPATAN OBYEK DANA PERIMBANGAN/DANA TRANSFER UMUM DAN DANA TRANSFER KHUSUS BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN/DANA TRANSFER UMUM DAN DANA TRANSF
REALISASI TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025
[dalam rupiah]

ANGGARAN
s S o e
REALISASI TA 2023

Q] 2 ] 4] [6] m 8]

1. 4. 2. 01. 01. o01. Dana Bagi Hasil (DBH) 70.403.257.414,00 (54.734.834.414,00) -77,74%

2. 4. 2. 01. 01. o2 Dana Alokasi Umum (DAU) 656.418.155.000,00 48.404.994.000,00 7,37%

3. 4. 2. 01. 01. 03. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 68.665.614.367,00 (19.098.168.367,00) -27,81%

4. 4. 2. 01. 01. 04. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 29.186.454.089,00 33.958.784.911,00 116,35%

JUMLAH PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN/DANA TRANSFER UMUM DAN DANA TRANSFER KHUSUS 824.673.480.870,00 8.530.776.130,00 1,03%

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)
2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2025
3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025
[Data diolah]
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Tabel 9

ALOKASI DAK FISIK KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025

[dalam rupiah]

JUMLAH ALOKASI
No. DAK FISIK NAIK/TURUN
TA 2024 TA 2025
O 2 I B ] 0] | Gl ]
1 Pendidikan 23.907.000.000,00 1.527.560.000,00 (22.379.440.000,00)
[ o]
[ o]
[ o]
g. SMK 8.423.982.000,00 1.527.560.000,00
2 Kesehatan 10.324.090.000,00 10.860.894.000,00
a. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting 0,00 X
b. Penguatan Sistem Kesehatan 8.927.625.000,00 (8.927.625.000,00)
(1.396 465 000,00)
Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan 10.860.894.000,00 10.860.894.000,00
3 Jalan 34.476.628.000,00 33.030.371.000,00 (1.446.257.000,00)
a. Jalan mendukung Konektifitas Daerah 11.939.710.000,00 (11.939.710.000,00)
b. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas/ 0,00
¢. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi 12.507.645.000,00 (12.507.645.000,00)
d. Tematik Pengembangan Food Estate 0,00
e. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 10.029.273.000,00 (10.029.273.000,00)
Jalan - Layanan Dasar 33.030.371.000,00 33.030.371.000,00
KONEKTIFITAS 0,00
Jalan -Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri 0,00 0,00
Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
Transportasi Perairan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
4. Air Minum 0,00 4.148.621.000,00 4.148.621.000,00
a. Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 0,00
b. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 0,00
Layanan Dasar 4.148.621.000,00 4.148.621.000,00
| Tematik Pengentasan PemukimanKumuh Tepad | o] oo
Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri 0,00 0,00
5 Sanitasi 0,00 0,00 0,00
a. Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 0,00
[ o]
-
I
6 Perumahan dan Permukiman 0,00 0,00 0,00
7 Irigasi 0,00 0,00 0,00
a. Tematik Pengembangan Food Estate 0,00 0,00
b. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 0,00 0,00
Layanan Dasar 0,00 0,00
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
8 Pertanian [Pangan Pertanian] 0,00 0,00 0,00
a. Tematik Pengembangan Food Estate 0,00 0,00
b. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 0,00 0,00
Pertanian - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
Pangan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
9 Kelautan dan Perikanan [Pangan Akuatik] 3.299.688.000,00 (3.299.688.000,00)
- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 3.299.688.000,00 (3.299.688.000,00)
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional [KPPN] 0,00 0,00
10 Perdagangan 0,00 0,00 0,00
- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00 0,00
Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri 0,00 0,00
1" Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00
- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00 0,00
Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri 0,00 0,00
12 Pariwisata 0,00
- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00
13 Lingkungan Hidup 0,00
- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00
14. Transportasi Perairan 0,00
- Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi 0,00
15 Transportasi Perdesaan 7.800.752.000,00 (7.800.752.000,00)
- Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi 7.800.752.000,00 (7.800.752.000,00)
16 Kehutanan 0,00
- Tematik Pengembangan Food Estate 0,00
17 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 0,00
- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00
18 Infrastruktur Energi Terbarukan 0,00
- Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi 0,00
19 Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00
- 0,00
JUMLAH TOTAL DAK FISIK 79.808.158.000,00 49.567.446.000,00 |  (30.240.712.000,00)

Sumber Data : Surat Menkeu S-128/PK/2023, tgl 21 Sept 2023 [TA 2024] dan Web Kemenkeu [TA 2025]
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Tabel 10

ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN KELOMPOK BELANJA

APBD TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

[dalam rupiah]

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen KUA TA 2025

2) Dokumen PPAS TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]

SELISIH LEBIH/KURANG
NO. KODE AKUN URAIAN U LA:PI;%G;A;:;Z Gans ANTARA USULAN APBD TA I;‘EI:T:EI.TJLILSNE] KETERANGAN
2025 DENGAN APBD TA 2024

[1] [2] [3] [51 [6] [7] [8]

1. 5 1. BELANJA OPERASI 767.184.556.130,00 (4.276.803.871,00) -0,56%

2. 5. 2 BELANJA MODAL 154.878.532.026,00 (33.119.517.943,00) -21,38%

3. 5. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA 6.000.000.000,00 0,00 0,00%

4. 5. 4. BELANJA TRANSFER 149.949.792.200,00 9.506.297.396,00 6,34%

JUMLAH BELANJA DAERAH (27.890.024.418,00) -2,59%
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Tabel 11

ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN JENIS BELANJA

APBD TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

[dalam rupiah]

USULAN ANGGARAN PADA

SELISIH LEBIH/KURANG

PERSENTASE

NO. KODE AKUN URAIAN
[1] [2] [3]

1. 5 1. o1 Belanja Pegawai

2. 5 2. 02 Belanja Barang dan Jasa

3. 5 3. 03 Belanja Hibah

4. 5 4. 04 Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA DAERAH

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen KUA TA 2025
2) Dokumen PPAS TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]

APBD TA 2025 2%2; ?)Eﬁ(l;j AS: I;?:;[A) ?I'BADZ.JZA4 [NAIKITURUN] KEJERZNCEN
[5] [6] [7] [8]
288.789.630.327,00 16.718.898.778,00 5,79%
443.584.785.798,00 49.312.092.680,00 11,12%
13.267.103.005,00 (71.532.795.329,00) -539,17%
21.543.037.000,00 1.225.000.000,00 5,69%
(4.276.803.871,00) -0,56%
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Tabel 12

ANGGARAN KELOMPOK BELANJA MODAL BERDASARKAN JENIS BELANJA

APBD TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

[dalam rupiah]

SELISIH LEBIH/KURANG

NO. KODE AKUN URAIAN
1] [2] [E)]

1. 5. 2. 01 Belanja Modal Tanah

2. 5. 2. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. 5. 2. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. 5. 2. 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5. 5. 2. 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6. 5. 2. 06. Belanja Modal Aset Lainnya

JUMLAH BELANJA MODAL

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen KUA TA 2025
2) Dokumen PPAS TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]

U LA:PI;%G;A;QZ Gans ANTARA USULAN APBD TA I;‘EI:T:EI.TJLILSNE] KETERANGAN
2025 DENGAN APBD TA 2024
[51 [6] [7] [8]
4.900.000.000,00 (5.100.000.000,00) -104,08%
15.054.367.405,00 510.439.677,00 3,39%
29.423.364.830,00 (19.415.692.488,00) -65,99%
105.385.818.976,00 (9.079.129.024,00) -8,62%
103.373.147,00 (46.743.776,00) -45,22%
11.607.668,00 11.607.668,00 100,00%
(33.119.517.943,00) -21,38%
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Tabel 13

ANGGARAN KELOMPOK BELANJA TRANSFER BERDASARKAN JENIS BELANJA
APBD TA 2023 DAN USULAN PADA APBD TA 2025

[dalam rupiah]

NO.

KODE AKUN

URAIAN

SELISIH LEBIH/KURANG

1

[2]

[3]

Belanja Bantuan Keuangan

JUMLAH BELANJA MODAL

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen KUA TA 2025
2) Dokumen PPAS TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]

usu LA,’\'P';’:)G;A;SZ PADA | ANTARA USULAN APBD TA [';‘E::ﬁ.’:j;ﬁf] KETERANGAN
2025 DENGAN APED TA 2024
[5] [€] 7] [8]
149.949.792.200,00 9.506.297.396,00 6,34%
9.506.297.396,00 6,34%
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Tabel 14

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH USULAN PADA APBD 2025

[dalam rupiah]

USULAN ANGGARAN PADA

NO. KODE AKUN URAIAN APBD TA 2025 KETERANGAN
[11 [2] [3] [4] [5]
SURPLUSI/[DEFISIT] 2.000.000.000,00
1. 6. 1. Penerimaan Pembiayaan 0,00
6. 1. 01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya [SiLPA]
2. 6. 2. Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000,00
6. 2. 02 Penyertaan Modal Dearah 2.000.000.000,00
3. PEMBIAYAAN NETO (2.000.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN [SILPA] 0,00

Sumber Data: 1) LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023 (audited)

2) Dokumen KUA TA 2025
2) Dokumen PPAS TA 2025

3) Lampiran | - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025

[Data diolah]
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TABEL 15
REKAPITULASI ANGGARAN SUB KEGIATAN DALAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI

[dalam rupiah]

No.

x.xx.01.2.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

x.xx.01.2.06
Kegiatan:
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

x.xx.01.2.08 Kegiatan:
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah

X.xx.01.2.01.0001

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

X.xx.01.2.01.0002

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

X.xx.01.2.01.0003

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

X.xx.01.2.01.0004

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-|
SKPD

X.xx.01.2.01.0005

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

X.XX.2.06.0009

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

X.xx.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah

1

[2]

31

[4

[5]

[6]

71

SKPD

(8]

[

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan®) 0,00 58.999.044,00 58.999.045,00 0,00 0,00 839.753.000,00 636.000.000,00
2. Dinas Kesehatan 50.000.000,00 200.000.000,00 0,00 99.999.500,00 50.000.000,00 3.886.721.000,00 5.437.200.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 249.434.000,00 8.385.470.200,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 399.995.675,00 44.995.125,00 29.989.768,00 0,00 0,00 2.609.089.505,00 1.996.950.000,00
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**) 8.480.000,00 9.980.000,00 0,00 0,00 0,00 370.122.000,00 934.571.350,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 8000000,00 0,00 0,00 0,00 190544000,00 2514735000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.401.000,00 409.200.000,00
7. Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.926.000,00 566.069.024,00
8. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9. Dinas Tenaga Kerja 0,00 9.522.749,00 9.529.125,00 0,00 0,00 110.612.000,00 477.588.000,00
10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.760.000,00 6.892.000,00 7.074.000,00 0,00 0,00 321.070.000,00 420.433.936,00
11. | Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.955.000,00 625.362.784,00
12. | Dinas Lingkungan Hidup 0,00 147.411.10 0,00 0,00 0,00 24.356.000,00 3.057.600.000,00
13. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.972.000,00 623.600.000,00
14. | Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung 0,00 29.976.615,00 0,00 0,00 0,00 997.547.000,00 672.550.798,00
15. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 129.406.000,00 940.596.158,00
16. | Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.172.400.000,00
17. | Dinas Komunikasi dan Informatika™**) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.588.000,00 1.335.641.810,00
18. | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM****) 0,00 14.966.000,00 0,00 14.966.000,00 14.966.000,00 299.928.000,00 677.374.320,00
19. | Dinas Pemuda dan Olahraga 9.999.120,00 0,00 9.998.585,00 200.000.000,00 239.999.610,00
20. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 14.942.250,00 14.147.250,00 0,00 0,00 0,00 469.347.000,00
21. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan™***) 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.650.000,00 298.520.744,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
22. | Dinas Perikanan 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.944.000,00 849.997.225,00
23. | Dinas Pariwisata 0,00 21.400.000,00 0,00 0,00 19.400.000,00 83.514.000,00 559.200.000,00
24. | Dinas Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.963.000,00 625.200.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
25. | Sekretariat Daerah 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 8.181.865.000,00
26. | Sekretariat DPRK Sarmi 29.200.000,00 23.100.000,00 17.640.000,00 25.600.000,00 4.000.000,00 632.179.000,00 3.822.107.650,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
27. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPPEDA] 49.999.665,00 39.964.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 727.476.000,00 930.396.897,00
28. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] 24.998.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.905.000,00 8.527.656.909,00
29. | Badan Pendapatan Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 179.806.000,00 491.553.124,00
30. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM******) 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 4.948.596,00 599.660.000,00 278.400.425,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
31. | Inspektorat Daerah 0,00 99.998.770,00 0,00 99.998.770,00 0,00 580.814.000,00 468.541.740,00
UNSUR KEWILAYAHAN
32. | Kecamatan
- Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena; Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota] 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00 0,00 343.880.000,00 1.329.955.380,00
- Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.800.000,00 1.065.349.594,00
- Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.360.000,00 1.268.077.909,00
- Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.000.000,00 705.238.830,00
- Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 1.370.400.000,00
- Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.100.000,00 909.552.535,00
- Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500.000,00 894.542.162,00
- Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 601.422.170,00
- Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke 0,00 8.800.000,00 5.320.000,00 0,00 0,00 109.680.000,00 1.393.340.518,00
- Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.620.000,00 713.835.298,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
33. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 336.950.000,00 410.662.140,00
Jumlah Total 628.333.545,00 | 944.435.673,00 | 370.899.188,00 | 323.762.855,00 | 106.514.596,00 20.320.225.505,00 67.288.506.240,00

Sumber: Tabel 3.4 - Dokumen PPAS TA 2025
[Data diolah]

*) Penggabungan Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan
**) Penggabungan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Urusan Pertanahan
**%) Penggabungan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan Urusan Persandian

**xx) penggabungan Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dengan Urusan Koperasi dan UKM
*#xx%) penggabungan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

wwxxxx) Penggabungan Unsur Kepegawaian dan Unsur Diklat
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TABEL 16

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSANPEMERINTAHAN WAJIB WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN ouTPUT KETERANGAN
SEMENTARA [Rp]
[T 2l sl sl 1121 1151
1. |1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.064.795.000,00 1 Unit
PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.335.014.200,00 8 Ruang

1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.469.395.000,00 7 Unit
1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 2.642.770.000,00 5 Unit
1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.019.580.000,00 2 Ruang
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5.509.988.728,00 | 6570 paket
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.410.035.200,00 9 Ruang
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.404.310.000,00 6 Ruang

Sumber: Tabel 3.4 - Dokumen PPAS TA 2025
[Data diolah]
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